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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan mempunyai
kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan pedoman
pelaksanaan anggaran negara;

bahwa sehubungan dengan huruf a dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
serta mengatur tata cara pelaksanaan pembiayaan dan
penggantian/pencairan dana kegiatan/proyek yang
dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga Syariah
Negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 24 /PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pembayaran dan Penggantian Dana Kegiatan yang
dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah

Negara;
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Mengingat

bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pengelolaan kas negara terkait dengan cara pelaksanaan
pembayaran kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan
Surat Berharga Syariah Negara perlu dilakukan
pengaturan kembali atas cara pelaksanaan pembayaran
kegiatan yang dibiayai melalui penerbitan Surat Berharga
Syariah Negara sebagimana dimaksud dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 24 /PMK.05/2014 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Penggantian Dana
Kegiatan yang dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga
Syariah Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang dibiayai

melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4852);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang
Pembiayaan Proyek Melalui Penerbitan Surat Berharga
Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5265);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5243);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012



Menetapkan
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tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI
MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH
NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya
disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah
surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan
prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan
terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah
maupun valuta asing.

2. Kementerian Negara selanjutnya disebut Kementerian
adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan
tertentu dalam pemerintahan.

3. Lembaga adalah Lembaga adalah organisasi non
Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang
dibentuk  untuk  melaksanakan  tugas tertentu
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 dan/atau peraturan perundang-
undangan lainnya.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran

dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
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10.

11.

12.

pelaksanaan APBN.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Kementerian/Lembaga.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA
untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggung = jawab penggunaan anggaran pada
Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan
PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban
APBN.

Pembiayaan Pendahuluan atas Kegiatan yang Dibiayai
Dengan SBSN yang selanjutnya disebut Pembiayaan
Pendahuluan adalah pembayaran atas beban rupiah
murni pada Rekening Bendahara Umum
Negara/Rekening Kas Umum Negara atau rekening yang
ditunjuk, yang dilakukan terlebih dahulu dalam rangka
pelaksanaan kegiatan/proyek yang dibiayai melalui SBSN
sebelum diterbitkan SBSN.

Rekening Khusus SBSN yang selanjutnya disingkat
Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri
Keuangan pada Bank Indonesia atau bank untuk
menampung dan menyalurkan dana hasil penerbitan
SBSN.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat
RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara
yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran
negara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat
penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang

bersumber dari DIPA.
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Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya
disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan
pembayaran tagihan kepada negara.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan SBSN yang
selanjutnya disingkat SPM UP SBSN adalah SPM yang
diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk,
yang dananya dipergunakan sebagai uang persediaan
untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-
hari.

Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan
SBSN yang selanjutnya disingkat SPM TUP SBSN adalah
SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang
ditunjuk, karena kebutuhan dananya melebihi dari pagu
uang persediaan yang ditetapkan.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan
SBSN yang selanjutnya disingkat SPM GUP SBSN adalah
SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang
ditunjuk dengan membebani DIPA, yang dananya
dipergunakan untuk menggantikan uang persedian yang
telah dipakai.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan
Nihil SBSN yang selanjutnya disingkat SPM GUP Nihil
SBSN adalah SPM penggantian uang persediaan Nihil
yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang
ditunjuk untuk selanjutnya disahkan oleh KPPN.

Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya
disingkat SPM LS SBSN adalah SPM langsung kepada
Bendahara Pengeluaran/Penerima Hak yang diterbitkan
oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar
kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat
perintah kerja lainnya.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, yang
selanjutnya disingkat PPSPM, adalah pejabat yang diberi
kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian
atas SPP dan menerbitkan SPM.



